BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN

51. Kesimpulan

Penelitian ini mencari tahu sejauh mana tingkat Pemda dalam
mengungkapkan laporan keuangannya dengan faktor-faktor yang mempengaruhi
yaitu ukuran Pemda, ukuran legislatif, jumlah penduduk, serta intergovernmental
revenue. Berdasarkan hasil penelitian serta pembahasan, diperoleh kesimpulan
yaitu: Tingkat pengungkapan LKPD kabupaten/kota di Provinsi. Jawa Timur
sebesar 80,42% artinya bahwa Pemda kab/kota di Provinsi Jawa Timur sudah
cukup besar tingkat pengungkapannya dibandingkan dengan penelitian
sebelumnya. Ukuran Pemda tidak berpengaruh terhadap tingkat pengungkapan
LKPD. Ukuran legislatif tidak memiliki pengaruh terhadap tingkat pengungkapan
LKPD. Jumlah penduduk memiliki pengaruh signifikan terhadap tingkat
pengungkapan LKPD. Intergovernmental revenue memiliki pengaruh signifikan

terhadap tingkat pengungkapan LKPD kabupaten/kotadi Provinsi Jawa Timur.

5.2.  Keterbatasan Penelitian
Keterbatasan pada penelitian ini yakni:

1) Penelitian ini hanya memakai Provinsi Jawa Timur sebagai objek
penelitian, sehingga belum mampu menggambarkan secara keseluruhan
terkait tingkat pengungkapan LKPD.

2) Pada penelitian ini hanya memakai laporan keuangan sebagai sumber
utama padahal terdapat sumber lain yaitu lapoan internal dan laporan
triwulan, namun sumber data utama laporan keuangan dipilih karna lebih

mudah diakses.

5.3. Saran
Peneliti menyadari bahwa masih memiliki kekurangan yang harus

diperbaiki. Sehingga, peneliti menyarankan:
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1)

2)

3)
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Untuk pemerintah pusat, penelitian ini bisa dijadikan bahan evaluasi agar
membuat kebijakan yang dapat memberikan dorongan untuk Pemda agar
bisa meningkatkan pengungkapan LKPD serta dapat melaksanakan
punishment dan reward sesuai dengan SAP.

Bagi pemerintah daerah, agar lebih melakukan penguatan terkait fungsi
legislatif dalam melakukan fungsi pengawasan dan meningkatkan proses
pencatatan ataupun pengelolaan asset agar lebih baik.

Untuk penelitian selanjutnya, agar bisa memperluas objek penelitian serta
disarankan untuk mengeksplorasi saluran pengungkapan LKPD lainnya
seperti di website Pemda serta menambahkan variabel selain variabel
penelitian ini contohnya jumlah parlemen, internal auditor, serta
menambahkan variabel kontrol, sehingga akan lebih menguatkan

penelitian lainnya.
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